
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
PROVINS! SULAWESI BARAT 

PUTUSAN 

Nomor: 04/ ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU /IX/2018 

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah meneatat 

dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran 

Administrasi Pemilu, Laporan dari : ----------------------------

1. Nama 

Alamat/Tempat 

Tinggal 

Jabatan 

2. Nama 

Jabatan 

Alamat/Tempat 

Tinggal 

Jabatan 

3. Nama 

Jabatan 

Alamat/Tempat 

: SYOFIAN ALI, S.Pd.I 

: Jalan Pattitnura, Kel. Binanga, 

Kee. Mamuju, Kab. Mamuju. 

: Ketua Bawaslu Kab. Majene Divisi 

Hukum, Penindakan Pelanggaran, 

dan Sengketa. 

Muh. Dardi,S.Pd 

: Anggota Bawaslu Kab. Majene 

Divisi SDM, .Organisasi, Data dan 

Informasi. 

: Jalan Kurungan Bassi Kel. 

Rimuku, Kee. Mamuju, Kab. 

Mamuju 

: Pengaeara 

: INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd 

: Anggota Bawaslu Kab. Majene 

Divisi Pengawasan, Hubungan 

Masyarakat dan Hubungan Antar 

Lembaga 

: Pangali-Ali Kel. Pangali-Ali Kee. 

Tinggal Banggae, Majene. 

Selanjutnya disebut Penemu.-----------------------------------------

MELAPORKAN 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene (Selanjutnya 
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Administratif Pemilihan Umum. --------------------------------

MENGADILI 

1. Menyatakan KPU Kab. Majene telah melakukan pelanggaran administrasi 

terkait ta ta cara dan prasedur tahapan pencalanan Anggata OPR,OPD, 

OPRO Pravinsi, OPRD Kabupaten/Kata serta Presiden dan Wakil Presiden 

pada Sub-Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas OCS anggata 

OPR, DPRO Pravinsi, OPRO Kabupaten / Kata ; ----------------------------------

2. Memerintahkan kepada KPU Kab. Majene untuk membatalkan status calon 

tetap dari Partai Gerindra Oapil 1 Majene atas nama Ors. H. M. Tasrif A. 

Tjinta;-----------------------------------------------------------------------------------

3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tata cara 

dan prasedur pada Sub-Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas 

OCS anggota OPR, OPRO Provinsi, DPRD Kabupaten / Kata dengan 

~ =:a:il!:!8.kukan klarifikasi terkait dakumen syarat calan atas nama Ors. H. M. 
, \\\_\\\"AN UJf, 

':"~\ ~ Tjinta kepada Partai Gerindra sesuai mekanisme dan tata cara 
~~ )f, 

/;.~ t,._~ ...Y. _ di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------

1; 4 . Me~~ cc I kan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melasanakan putusan __ , 17 ~ ,1 •::> . - _.. ~ I 
' 1;,r.. pa1· bat 3 (empat) hari kerja sejak putusan dibacakan. ------------------

~ ? 

Demikian diputuskan pada rapat Plena Bawaslu Pravinsi Sulawesi Barat oleh 

1) Sulfan Sula, S.IP.,M.Si., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, 2) 

Ansharullah A. Lidda, S.H. ,M.H. , 3) Supriadi Nama, S.Pd. ,M.Si. , 4) Fitrinela 

Patanangi, S.H.,M.H., dan 5) Usman, S.Hi .,M.AP., masing-masing sebagai 

anggata Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan dibacakan dihadapan para 

pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, 

bulan September, tahun dua ribu delapan belas. -----------------------------------

Ketua 

TTD 

(Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si.) 

Anggota Anggota 

TTD TTD 

(Anaharullah A. Lidda, S.H.,M.H.) (Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si.) 
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